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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.G/2020/MS.Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan

mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim

telah menjatuhkan Penetapan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Alpan,  A.Ma  bin  Abdussalam,  NIK  1104110506810001,  Tempat  dan

tanggal lahir Bukit Wih Ilang, 06 Mei 1981, agama

Islam, pendidikan terakhir  S1,  pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Puja Mulia,

Kecamatan  Bandar,  Kabupaten  Bener  Meriah,

Nomor Handphone 082362158115,  dalam hal ini

menggunakan  domisili  elektronik  dengan

alamat email  aalpan901@gmail.com selanjutnya

disebut Pemohon;

m e l a w a n

Rahmawati binti Zulkarnain, Tempat dan tanggal lahir Paya Tumpi, 12 Juli

1985,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  D2,

pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat

tinggal  di  Kampung  Paya  Tumpi,  Kecamatan

Kebayakan,  Kabupaten  Aceh Tengah,  selanjutnya

disebut Termohon;

Mahkamah Syar’iyah tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2020

yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong
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dengan register perkara Nomor 205/Pdt.G/2020/MS.Str pada tanggal 20 Juli

2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa  pada  hari  Senin  tanggal  02  Maret  2009,  Pemohon  dengan

Termohon   melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kebayakan

Kabupaten Aceh Tengah  sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah

Nomor :  28/13/II/2009 tanggal 14 Juli 2020;

2. Bahwa pada saat  menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon

berstatus Gadis;

3. Bahwa setelah  menikah Pemohon dan  Termohon tinggal  bersama di

Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah

kemudian  pindah  ke  Kampung  Puja  Mulia,  Kecamatan  Bandar,

Kabupaten Bener Meriah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

hidup sebagaimana layaknya suami  istri  dan telah  dikaruniai  2  (dua)

orang anak yang bernama : 1.Nabila Syakira lahir tanggal 29 November

2009, 2. Haira Adelia, lahir tanggal 17 Juni 2015 saat ini berada dalam

asuhan Pemohon;

5. Bahwa  Pemohon  sebagai  seorang  PNS  telah  memperoleh  izin

melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bener Meriah Nomor : 422/685/Disdik/ 2020 tanggal 13 April

2020;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun,

damai  dan  bahagia  hanya  4  (empat)  tahun  saja  sempat  Pemohon

rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;

7. Bahwa  pada  bulan  Februari  2020  Pemohon  bekerja  sebagai  guru

sekolah  dan  pulang  dari  mengajar  Pemohon  pergi  ke  kebun  namun

setelah  Pemohon  pulang  dari  kebun  Termohon  selalu  cemberut  dan

tidak  pernah  memberikan  senyuman  kepada  Pemohon  bahkan

Termohon tidak pernah ikut pergi ke kebun bersama dengan Pemohon
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namun Termohon hanya bekerja menjaga toko obat itu pun hanya di gaji

setiap bulan nya;

8. Bahwa  Termohon  sudah  berulang-ulang  kali  mengatakan  bahwa

Termohon lebih bahagia bersama dengan orang lain dari pada dengan

Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai suami oleh

Termohon;  

9. Bahwa  sejak  kejadian  tersebut  Termohon  pulang  kerumah  orangtua

Termohon di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten

Aceh Tengah dan Pemohon tinggal di Kampung Puja Mulia, Kecamatan

Bandar,  Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Pemohon

dan Termohon resmi pisah rumah; 

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh

keluarga  maupun  aparatur  Kampung  namun  tidak  berhasil  membuat

Pemohon dan Termohon rukun kembali;

11. Bahwa  terhadap  fakta-fakta  tersebut  diatas,  Pemohon  berpendapat

bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat

lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

rumah tangga yang sakinah,  mawaddah wa rahmah sulit  diwujudkan

dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon

maka  perceraian  merupakan  jalan  terakhir  bagi  Pemohon  dan

Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon

untuk  mengajukan  Cerai  Talak  ke  Mahkamah  Syar’iyah  Simpang  Tiga

Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong

atau  Majelis  Hakim  yang  ditunjuk  kiranya  dapat  menetapkan  suatu  hari

persidangan  dengan  memanggil  Pemohon  dan  Termohon  untuk  dapat

didengarkan  keterangannya  dan  akhirnya  menjatuhkan  Putusan  yang

amarnya berbunyi sebagai berikut : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Alpan. A. Ma bin Abdussalam) untuk

menjatuhkan  talak  satu  Raj’i  terhadap  Termohon  (Rahmawati  binti
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Zulkarnain) di  depan  sidang  Mahkamah  Syar’iyah  Simpang  Tiga

Redelong;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  Pemohon dan

Termohon hadir secara inperson di persidangan;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati  Pemohon  dan

Termohon  agar  mempertahankan keutuhan rumah tangganya,  akan tetapi

tidak berhasil karena  baik Pemohon dan  Termohon tetap bersikukuh untuk

bercerai;

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di

ruang  mediasi  Mahkamah  Syar’iyah  Simpang  Tiga  Redelong  dengan

Mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I dan dalam laporannya, mediator a quo

menyatakan bahwa mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa  oleh  karena  mediasi  telah  berhasil  mencapai  kesepakatan

damai, Pemohon menyatakan akan mencabut perkara;

Bahwa  mengenai  jalannya  pemeriksaan  perkara  ini,  selengkapnya

dicatat  dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas  putusan ini

Majelis  Hakim  menunjuk  Berita  Acara  tersebut  sebagai  bagian  tak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  adalah  perkara  cerai  talak  yang

termasuk  bidang  perkawinan  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam,

maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa,

mengadili dan memutus perkara a quo;
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Menimbang, bahwa pemanggilan kepada  Pemohon  dan  Termohon

untuk  menghadap  di  persidangan  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan

Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang,  bahwa  upaya  mendamaikan  kedua  belah  pihak  telah

dilakukan  sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  31

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 serta  Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak

berhasil; 

Menimbang,  bahwa  dalam  upaya  mendamaikan  kedua  pihak

berperkara dan  untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pula

menempuh proses mediasi dengan mediatornya Hasbullah Wahyudin, S.H.I,

dan mediasi tersebut berhasil, 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  mediasi  berhasil,  Pemohon

menyatakan  mencabut  permohonannya  dan  oleh  karena  Pemohon

mencabut  permohonannya,  maka  Majelis  Hakim  tidak  perlu

mempertimbangkan lagi pokok perkara;

Menimbang,  bahwa  pencabutan  tersebut  disampaikan  sebelum

proses  pemeriksaan  perkara  maka  berdasarkan  Pasal  271  Rv  atas

pencabutan  perkara  tersebut,  Pemohon  tidak  perlu  mendapatkan

persetujuan  dari  Termohon dengan  demikian  permohonan  pencabutan

tersebut dapat dikabulkan;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  telah  dicabut,  maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan

telah selesai dengan dicabut dan diperintahkan kepada Panitera Mahkamah

Syar’iyah  Simpang  Tiga  Redelong untuk  mencatat  pencabutan  perkara

tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989  tentang Peradilan  Agama sebagaimana telah  diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  segala  biaya  yang  timbul

dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

205/Pdt.G/2020/MS.Str dari Pemohon;

2. Memerintahkan  Panitera  untuk  mencatat  pencabutan  perkara  tersebut

dalam register perkara;

3. Membebankan  Pemohon  membayar biaya  perkara  sejumlah

Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong pada hari  Selasa tanggal  11

Agustus 2020 M,  bertepatan dengan tanggal  21 Dzulhijjah 1441 H,  oleh

kami  Siti  Salwa,  S.H.I. sebagai  Ketua  Majelis,  Nor  Solichin,  S.H.I, dan

Alimal  Yusro  Siregar,  S.H. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota dan

Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk

umum oleh  Ketua Majelis tersebut didampingi  oleh Hakim-Hakim Anggota

yang turut bersidang dibantu oleh Sukna, S.Ag sebagai Panitera dan dihadiri

oleh Pemohon dan Termohon;
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               Hakim Anggota,                                      Ketua Majelis,

dto       dto

             Nor Solichin, S.H.I.             Siti Salwa, S.H.I.

                     dto

             Alimal Yusro Siregar, S.H. 

            Panitera 

      
                                                     dto

             Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp     30.000,00

2. Biaya Proses : Rp     50.000,00

3. Biaya Pemanggilan : Rp   180.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan : Rp     20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp     10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp       6.000,00

    Jumlah      Rp   296.000,00

Terbilang (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)
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